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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan 

1. Pengertian pengganiayaan 

Dalam   Undang-Undang   tidak   memberikan   perumusan   apa   yang   

dinamakan penganiayaan, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 ayat 4 KUHP. 

R. Soesilo berpendapat bahwa: 

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :
7
 

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).  

2. Menyebabkan rasa sakit.  

3. Menyebabkan luka-luka.”  

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian 

penganiayaan sebagai berikut :  

Poerwodarminto berpendapat bahwa:
8
 

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau 

menindas orang lain”. 

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini 

harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur 

dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain.  

                                                             
7
R.Soesilo. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia 

Bogor : Politeia halaman 245.  
8
Poerdaminto. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 

halaman48 
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Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu 

perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada 

perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini 

harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan 

akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, 

mengaruk, dan sebagainya.  

Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Bentuk Pokok 

Tindak pidana penganiayan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-

XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 

ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa 

Belanda berbunyi sebagai berikut :
9
 

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenissttraf van ten 

hoogsterweejaren en acht maanden geldboete van ten hoogste drie 

honderd gulden. 

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heft, wordt de schuldige 

gestaft met gevangenisstraf van hoogste viff jaren. 

3. Indien het feit den dood ten gevolge heft, wordt hij gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren. 

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling der 

gezondheid. 

5. Poging tot dit misdriff is niet strafbaar. 

Artinya :
10

 

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun 

dan delapan bulan atau  dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus 

rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah). 

2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang 

yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah 

dipadana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

                                                             
9
Sudarsono. 1992.Kamus Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. halaman 34. 

10
Ibid. halaman 35. 
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4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan 

kesehatan. 

5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. 

Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui, 

bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa 

menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali 

hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah 

sama dengan penganiayaan. 

Yang di maksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan 

menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan 

demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap 

orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan 

untuk : 

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain 

b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain  

c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus 

mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa 

sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain 

ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.  

Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan 

kemudian melemparkannya kedalam sungai semata-mata untuk mendapatkan 

kesenangan melihat orang lain basah-kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka 

sudah jelas orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu 

penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya 
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itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi 

terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan 

penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah 

dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu 

kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam 

peristiwa seperti itu sudah tentu opzet atau kesengajaan dari orang tersebut ialah 

untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim 

dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya 

pelaku mempunyai opzet agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan. 

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu 

tidak lah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada 

perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu 

kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut 

dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan 

yang lain. 

Dari urain-urain diatas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan 

tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut 

semata-mata sebagai opzet als oogmerk melainkan juga harus diartiakan sebagai 

opzet bij mogelijkheidsbewustzijn. Contoh dari penganiayaan di mana opzet dari 

pelaku telah tidak ditujukan secara langsung (opzet als oogmerk) untuk 
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menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan memukuli 

seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba 

melakukan pencurian, atau memukuli seorang tersangka untuk memperoleh suatu 

pengakuan. 

Contoh dari suatu penganiayaan dimana opzet dari pelaku telah tidak 

ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah 

misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga terdapat di pohon, 

yang dibawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu batu tersebut 

jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak, yang 

menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka. Orang yang melemparkan batu 

tersebut telah bersalah dengan sengaja (dalam arti opzet bij zekerheidsbewuszijn) 

melakukan penganiayaan yang mendapat luka-luka.Orang tersebut dapat disebut 

sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang 

mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila batu yang ia lemparkan ke 

pohon mangga itu jatuh kembali ke bawah, maka batu tersebut pasti akan 

menjatuhi kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya.
11

 

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu 

merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat 

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang 

tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa 

rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, 

                                                             
11

Wirjono Projodikoro. 2010.Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 

Bandung : Refika Aditama. halaman 67.  
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waalupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang 

lain itu benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan 

pada akibat tersebut. Sungguhpun demikian, opzet untuk menimbulkan rasa sakit 

atau untuk menyebabkan orang lain mendapat luka itu oleh penuntut umum  harus 

didakwaan di dalam surat dakwaannya. 

2. Unsur-Unsur Penganiayaan 

Menurut   Tongat,   penganiayaan   mempunyai   unsur-unsur   sebagai   

berikut:
12

 

a. Adanya kesengajaan  

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak 

pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu 

kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut 

menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana 

penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan 

kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan 

sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran 

secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, 

kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, 

hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya 

sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah 

perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang 

dikehendaki atau dimaksudkannya.  

 

b. Adanya perbuatan  

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah 

aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota 

tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak 

yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik 

dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan 

sebagainya.  

c. Adanya akibat perbuatan yang dituju 

1. Membuat perasaan tidak enak.  

                                                             
12

Tongat, Hukum Pidana Materill. 2003. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap 

Subjek Hukum dalam KUHP. Jakarta : Djambatan. halaman 74. 
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2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan 

pada tubuh.  

3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya 

penganiayaan.  

4. Merusak kesehatan orang
13

 

3. Jenis-Jenis Penganiayaan 

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :  

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)  

Penganiayaan  biasa  yang  dapat  juga  disebut  dengan  penganiayaan  

pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada 

hakikatnya  semua  penganiayaan  yang  bukan  penganiayaan  berat  dan  bukan  

penganiayaan  ringan. Mengamati  Pasal  351  KUHP  maka  jenis  penganiayaan 

biasa, yakni: 
14

 

1. Penganiayaan  biasa  yang  tidak  dapat  menimbulkan  luka  berat  

maupun  kematian  dan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-

lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  

empat  ribu  lima  ratus rupiah. 

2. Penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka  berat  dan  dihukum  dengan  

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman 

penjara dan selama-lamanya tujuh tahun  

4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan 

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :  

a. Adanya kesengajaan.  

b. Adanya perbuatan  

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :  

d. Rasa sakit tubuh;dan/atau  

e. Luka pada tubuh  

f. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 

b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)  

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan 

ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau 

                                                             
13

Adami Chawazi. 2010.Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta :Rajawali. 

halaman 10. 
14

Ibid. halaman 11. 
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denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 

356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan 

jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang 

yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya 

atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 

KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan 

terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.  

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:  

1. Bukan berupa penganiayaan berencana  

2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:  

a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. 

b. Terhadap  pegawai  negeri  yang  sedang  dan/atau  karena  menjalankan  

tugasnya yang sah.  

c. Dengan   memasukkan   bahan   yang   berbahaya   bagi   nyawa   atau   

kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

3. Tidak menimbulkan :  

a. Penyakit;  

b. Halangan untuk menjalankan  

c. pekerjaan jabatan; atau  

d. Pencaharian 

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)  

Ada enam macam penganiayaan berencana yaitu: 
15

 

1. Penganiyaan  berencana  yang  tidak  berakibat  luka  berat  atau  kematian  

dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.  

2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.  

3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan 

berencana   adalah  direncanakan   terlebih   dahulu   sebelum   perbuatan   

dilakukan.  Penganiayaan  dapat  dikualifikasikan  menjadi  penganiayaan  

berencana jika memenuhi syarat-syarat  

4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam 

suasana batin yang tenang. 

5. Sejak  timbulnya  kehendak/pengambilan  putusan  untuk  berbuat  sampai  

dengan     pelaksanaan     perbuatan     ada     tenggang     waktu     yang     

cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain : 

                                                             
15

Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 
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a. Risiko apa yang ditanggung.  

b. Bagaimana  cara  dan  dengan  alat  apa  serta  bilamana  saat  yang  

tepat  untuk melaksanakannya. 

c. Bagaimana cara mengilangkan jejak.  

6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam 

suasana hati yang tenang. 

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)  

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:  

1. Barangsiapa    sengaja    melukai    berat    orang    lain, diancam    karena    

melakukan  penganiayaan  berat  dengan  pidana  penjara  paling  lama  

delapan tahun.  

2. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  kematian, yang  bersalah  diancam  

dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun. Perbuatan  berat  atau  

atau    dapat    disebut    juga    menjadikan    berat    pada    tubuh    orang    

lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.  

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :  

a. Kesalahannya: kesengajaan  

b. Perbuatan: melukai berat.  

c. Objeknya: tubuh orang lain.  

d. Akibat: luka berat. 

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 

harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan 

pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut 

pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :  

1. Penyakit  atau  luka  yang  tidak  dapat  diharapkan  akan  sembuh  dengan  

sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.  

2. Menjadi  senantiasa  tidak  cakap  mengerjakan  pekerjaan  jabatan  atau  

pencaharian.  

3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra  

4. Kekudung-kudungan   

5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.  

6. Pengguguran  kehamilan  atau  kematian  anak  yang  masih  ada  dalam  

kandungan.  

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)  

Kejahatan  ini  merupakan  gabungan  antara  penganiayaan  berat  

(Pasal  354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). 

Kedua  bentuk  penganiayaan  ini  terjadi  secara  serentak/bersama.  Oleh  karena  

itu,harus  terpenuhi  baik  unsur  penganiayaan  berat  maupun  unsur  

penganiayaan  berencana.  Kematian  dalam  penganiayaan  berat  berencana  

bukanlah  menjadi  tujuan.  Dalam  hal  akibat,  kesengajaan  ditujukan  pada  

akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika 

kesengajaan    terhadap    matinya    korban, maka    disebut    pembunuhan    

berencana. 

f. Penganiayaan Terhadap Orang  

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.  
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Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 

dengan sepertiga:  

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, 

istrinya atau anaknya;  

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena 

menjalankan tugasnya yang sah;  

3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya 

bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila 

dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat 

berbagai penganiayaan. 

Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai 

penganiayaan yaitu:  

1. Kualitas korban 

2. Cara atau modus penganiayaan. 

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan 

tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih 

besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum 

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian pidana dan pemidanaan 

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa: “Arti dari pidana itu adalah 

straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat 

khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 

pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi 

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 

suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.
16

 

Menurut Simons, mengatakan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan 

yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap 
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Roeslan Saleh. 1990. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : 
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suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi 

seseorang yang bersalah.” 

Menurut Algranjanssen
17

 : “Pidana atau straf sebagai alat yang 

dipergunakan oleh hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 

suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah 

mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 

terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah 

tidak melakukan suatu tindak pidana.” 

Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil. Demikian 

merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil menurut beberapa 

ahli/pakar hukum diantaranya: 

J.M. Van Bemmelen
18

 menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum 

pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan 

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan 

terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara 

pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan 

pada kesempatan itu.” 

Wirjono Prodjokoro menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil sebagai berikut: Isi hukum pidana adalah: Penunjukan dan 

gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, 

Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan 

perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, Penunjukan orang atau badan 

                                                             
17

 Ibid, halaman 82. 
18

 Ibid. 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidana?max-results=5
https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidana?max-results=5
https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidana?max-results=5
https://seniorkampus.blogspot.com/search/label/Hukum%20Pidana?max-results=5


23 
 

hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan Penunjukan jenis 

hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.
19

 

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum 

pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan yang memuat cara 

bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, 

dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 

mengadakan hukum pidana.hukum pidana materiil dan hukum pidana formil 

sebagai berikut:“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran 

pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan 

menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah 

kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana 

materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 

dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan 

sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan 

hakim.” 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi 

diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur 

cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. 

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
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sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang 

terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyebutkan 

bahwa: “Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berchten) 

menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang 

hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman 

dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. ”Meskipun Wetboek van Strarecht 

peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi 

sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun 

dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan 

dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S 

belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP: 

Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok 

penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup 

sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus 

dilakukan dibalik tembok penjara. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga 

harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. 

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan 
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karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan 

orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan 

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan serupa.  

2. Jenis-Jenis Pidana 

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia 

hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu: 

a. Pidana Pokok terdiri dari : 

b. Pidana Mati; 

c. Pidana Penjara; 

d. Kurungan; 

e. Denda; 

Pidana Tambahan terdiri dari : 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman Putusan Hakim 

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut:
20

 

1. Pidana Pokok. 

a. Pidana Mati 

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi 

bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini 

merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan 
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terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada 

ditanga Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan 

pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang 

pidana mati itu sendiri. 

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat 

member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun 

perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 

terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, 

maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu 

dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. 

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada 

kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga 

sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara 

(Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129), kejahatan-

kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-

faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda 

yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 

368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444). 

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan 

suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh 

gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatifnya, yaitu pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 

tahun. 
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Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak 

selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam 

memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim 

memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang 

dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret. 

b. Pidana Penjara 

Andi Hamzah, menegaskan bahwa :
21

 “Pidana penjara merupakan 

bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana 

kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga 

berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga   

ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh 

tahun).” 

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan 

menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan dengan 

mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 

dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 

                                                             
21

 Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya. 

halaman 32. 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



28 
 

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis 

ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk 

memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang 

jabatan publik, dan lain-lain. 

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika 

seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, 

yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam 

arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu 

kehilangan hak-hak tertantu seperti :
22

 

1. Hak untuk memilih dan dipili. Di negara liberal sekalipun demikian halnya. 

Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur 

immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur; 

2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari 

perlakukan manusia yang tidak baik; 

3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah 

dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu; 

4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin usaha, 

praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain); 

5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup; 

6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu 

alas an untuk minta perceraian menurut hukum perdata; 

7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara 

menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya 

bersifat formalitas belaka; dan beberapa hak sipil yang lain. 

c. Pidana Kurungan 

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan 

ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 

ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan 

dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, 

dibahwah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, 
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pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti 

delik culpa dan pelanggaran. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari 

hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terkuhum dari pergaulan hidup 

masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman 

penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.” 

d. Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 

pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah 

melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  Pidana denda dapat dijumpai di 

dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-

kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga 

diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan 

pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 

bersama-sama. 

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama 

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 

larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 

e. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok 

yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat faktualitatif 

artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan nkata lain, pidana 
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tambahan hanyalah bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada 

hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 

bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP. 

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat 

khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang 

menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi. 

Pidana tambahan terdiri dari:  

Pencabutan Hak-Hak Tertentu. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) 

KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 

adalah : 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-

aturan umum; 

4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak 

menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas 

orang yang bukan anak sendiri; 

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan 

atas anak sendiri; 

6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP 

mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut : 

Hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya 

pencabutan adalah seumur hidup. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu 

atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 

banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok. Dalam hal pidana denda, lama 

pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. 

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. 

Dalam hal hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika 

dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 
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Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang 

mengatur bahwa:“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus 

ditetapkan pula bagaiman cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana 

tambahan pengumuman putusan hakim  hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal 

yang ditentukan undang-undang”. 

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 

terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau 

kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan 

apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. 

Didalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang 

diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan : 

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan 

Angkatan Perang dalam waktu perang. Penjualan, penawaran, penyerahan, 

membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan 

dengan sengaja atau karena alpa. 

2. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau 

mati. 

3. Penggelapan. 

4. Penipuan. 

5. Tindakan merugikan pemiutang 

3. Tujuan Pemidanaan 

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum 

Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya 

sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam 

menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas 

negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi 

para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak 

pidana yang ada di setiap masanya. 
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Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi 

siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan 

dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang 

HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 

perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang 

melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:
23

 

1. Pembunuhan 

2. Pencurian 

3. Penipuan 

4. Perampokan 

5. Penganiayaan 

6. Pemerkosaan 

7. Korupsi 

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

1. Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 
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Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :
24

 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan 

yang tidak baik. 

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya 

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan 

terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang 

sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan 

yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan 

pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada 

manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak 

lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu 

itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik 

itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari 

oleh “kriminologi”. 

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang 

melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup 

sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu 

ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum 

pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, 

apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan 

untuk meniadakan perbuatan itu. 
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Pemidaan juga bertujuan untuk : 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat 

2. Memasyarakatatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan, 

dan : 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. 

pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam 

melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 

sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. 
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